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Pendahuluan 
Somalia memperlihatkan kontradiksi antara besarnya potensi sumber daya 

kelautan dan berlanjutnya kerawanan pangan. Negara ini memiliki garis pantai sekitar 
3.333 km dan sektor pertanian serta kelautan merupakan bagian penting dari struktur 
ekonomi dan mata pencaharian masyarakat (IGAD, 2024). Namun, ketergantungan pada 
sektor primer tidak dengan sendirinya menghasilkan ketahanan pangan karena 
masyarakat menghadapi kekeringan, banjir, konflik, keterbatasan infrastruktur, serta 
gangguan pada akses pasar dan produksi (Abdi dkk., 2026). Kondisi tersebut menjadikan 
ketahanan pangan Somalia bukan hanya persoalan ketersediaan pangan, tetapi juga 
persoalan kapasitas negara, keamanan, tata kelola sumber daya, dan ketahanan ekonomi 
rumah tangga (Waga, 2024). 

Artikel ini mengkaji peran organisasi internasional dalam mengatasi kerawanan pangan 
kronis di Somalia melalui diplomasi pangan berbasis blue economy. Meskipun Somalia 
memiliki sumber daya maritim yang melimpah, tingginya tingkat kerawanan pangan serta 
berbagai tantangan tata kelola masih membatasi pemanfaatan potensi ekonomi biru untuk 
mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis bagaimana organisasi internasional berkontribusi dalam mengatasi tantangan 
tersebut melalui kerja sama multilateral dan pengelolaan sumber daya maritim. Penelitian ini 
menggunakan tipologi organisasi internasional dari Clive Archer yang memandang organisasi 
internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Metode yang digunakan 
adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal 
dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan publikasi lembaga terkait. Data dianalisis 
menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa FAO menempati posisi sentral dengan menghubungkan fungsi penyusunan standar 
teknis, koordinasi kebijakan, dan mekanisme pendanaan. Sementara itu, EU NAVFOR 
berperan dalam menjaga keamanan jalur maritim, sedangkan WFP mendukung 
keberlangsungan distribusi pangan darurat. Namun, keterbatasan kapasitas domestik, 
fragmentasi mandat kelembagaan, dan lemahnya mekanisme koordinasi masih menjadi 
hambatan dalam transisi dari bantuan pangan darurat menuju kedaulatan pangan berbasis 
blue economy. Penelitian ini berkontribusi pada kajian diplomasi pangan multilateral dan tata 
kelola ekonomi biru di negara rentan dengan menunjukkan pentingnya peran organisasi 
internasional dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan berbasis maritim. 
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Kerentanan tersebut berkaitan erat dengan kondisi sektor perikanan. Somalia 
memiliki sumber daya laut yang besar, tetapi kontribusi perikanan terhadap 
perekonomian nasional masih rendah karena keterbatasan fasilitas pendaratan, rantai 
dingin, logistik, pengolahan pascapanen, dan akses pasar (Abdi dkk., 2026). Di sisi lain, 
penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) dapat 
mengurangi sumber daya yang tersedia bagi nelayan lokal dan berinteraksi dengan 
konflik serta ketidakamanan di wilayah (Jama dkk., 2022). Karena itu, hubungan antara 
laut dan pangan di Somalia tidak dapat dipahami hanya sebagai peluang ekonomi, 
melainkan sebagai persoalan tata kelola dan keamanan manusia. 

Pangan akuatik memiliki peran penting dalam ketahanan pangan, nutrisi, mata 
pencaharian, dan pembangunan berkelanjutan. Sektor perikanan dapat berkontribusi 
pada ketahanan pangan apabila rantai nilai, akses pasar, distribusi, dan keberlanjutan 
sumber daya dikelola secara inklusif (Ayilu dkk., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan 
pembangunan sektor kelautan di Somalia memiliki potensi untuk menghubungkan 
tujuan ketahanan pangan dengan pembangunan ekonomi pesisir, tetapi hanya jika tata 
kelolanya mampu menghindari penguasaan manfaat oleh aktor yang memiliki modal dan 
kapasitas lebih besar (Croft dkk., 2024). 

Konsep blue economy menjadi relevan dalam konteks tersebut karena 
menempatkan laut sebagai ruang ekonomi sekaligus ekosistem yang harus dikelola 
secara berkelanjutan (Wuwung, 2022). Namun, blue economy bukan konsep yang netral. 
Interpretasi yang menekankan pertumbuhan investasi dan nilai tambah dapat berbeda 
dengan interpretasi yang menekankan keadilan, akses masyarakat pesisir, konservasi, 
dan ketahanan sosial. Perbedaan tersebut dapat menghasilkan konflik distribusi: 
pertumbuhan ekonomi kelautan belum tentu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil 
apabila manfaat, risiko, dan pengambilan keputusan tidak dibagi secara adil (Chen dkk., 
2024). Dengan demikian, blue economy dalam penelitian ini dipahami sebagai tata kelola 
pembangunan berbasis sumber daya kelautan yang sekaligus memperhatikan 
keberlanjutan ekologi, distribusi manfaat, dan kapasitas masyarakat pesisir. Dalam 
konteks Somalia, perspektif tersebut relevan karena potensi perikanan belum otomatis 
menjadi ketahanan pangan akibat keterbatasan infrastruktur, kapasitas teknis, dan 
kesenjangan rantai nilai (Abdi dkk., 2026). 

Keterlibatan organisasi internasional (OI) menjadi penting karena keterbatasan 
kapasitas domestik memperbesar kebutuhan Somalia terhadap pembiayaan, 
pengetahuan teknis, koordinasi, dan bantuan kemanusiaan. Food and Agriculture 
Organization (FAO) mendukung penguatan sektor perikanan, ketahanan pangan, 
pengelolaan sumber daya, dan pengembangan kapasitas (FAO Somalia, 2024), World 
Food Program (WFP) berfokus pada bantuan pangan dan logistik kemanusiaan (WFP, 
2024) UNDP pada pemulihan, tata kelola, dan ketahanan (United Nations Development 
Programme, 2025), UNIDO pada pengembangan industri dan rantai nilai berbasis blue 
economy, sedangkan IGAD menyediakan platform koordinasi kawasan dan 
pengembangan blue economy (IGAD, 2024). EUNAVFOR ATALANTA membawa dimensi 
keamanan maritim dengan melindungi kapal WFP dan menjalankan tugas pencegahan 
pembajakan serta pemantauan IUU fishing (EUNAVFOR ATALANTA, 2025). Temuan 
mengenai peran yang berbeda tersebut juga konsisten dengan penelitian tentang Somalia 
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yang menunjukkan bahwa efektivitas institusi regional dibatasi oleh kompleksitas 
konflik, pengaruh eksternal, dan perbedaan kepentingan negara anggota (Waga, 2024). 

Namun, menjelaskan OI hanya sebagai pelaksana program donor tidak cukup 
untuk membaca kasus Somalia. Clark dkk. (2026) menunjukkan bahwa staf organisasi 
internasional dapat memengaruhi perilaku dan tata kelola internasional melalui posisi 
mereka dalam proses pengambilan keputusan. Literatur mengenai organisasi 
internasional juga menunjukkan bahwa desain kelembagaan dan proses pengambilan 
keputusan memengaruhi kapasitas organisasi menghasilkan kebijakan dan menjalankan 
kewenangannya (Sommerer dkk., 2022). Perspektif ini melengkapi Cortell dan Peterson 
(2022) yang menegaskan bahwa diskresi tidak identik dengan otonomi, karena otonomi 
mengacu pada kemampuan organisasi menggunakan ruang kewenangannya secara 
relatif mandiri dari instruksi spesifik negara. Perspektif ini penting bagi Somalia karena 
state-capacity gap dapat membuat OI tidak hanya menyalurkan sumber daya, tetapi juga 
menjalankan fungsi yang dalam negara dengan kapasitas tinggi biasanya dilakukan oleh 
institusi domestik. 

Diplomasi pangan juga memperlihatkan bahwa pangan memiliki dimensi politik 
internasional. Cabral dkk. (2024) menunjukkan bahwa food diplomacy berkaitan dengan 
partisipasi negara dalam sistem pangan global, termasuk langkah-langkah ketahanan 
pangan dan bantuan pangan kemanusiaan, sedangkan Koppenberg dkk. (2023) 
menunjukkan bahwa food aid memiliki hubungan kompleks dengan konflik dan 
kepentingan politik. Dalam penelitian ini, diplomasi pangan tidak dipahami sebagai 
gastrodiplomacy atau penggunaan kuliner sebagai citra negara, melainkan sebagai 
penggunaan kerja sama, bantuan, negosiasi, pengetahuan, dan pengaturan rantai pasok 
pangan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan lintas batas. 

Meskipun berbagai studi tersebut memberikan landasan penting, terdapat dua 
celah analitis. Pertama, studi tentang Somalia dan blue economy banyak membahas satu 
sektor atau satu organisasi, sementara koordinasi antara FAO, IGAD, EU NAVFOR, UNDP, 
UNIDO, dan WFP dalam satu kerangka diplomasi pangan belum banyak dianalisis secara 
terpadu. Kedua, literatur mengenai peran OI sering berhenti pada pertanyaan “apa yang 
dilakukan organisasi”, belum cukup menjelaskan bagaimana kapasitas, pengetahuan, dan 
state-capacity gap menghasilkan kekuasaan dan otonomi organisasi (Reinsberg & 
Westerwinter, 2023). Celah kedua menjadi semakin penting ketika beberapa rezim 
internasional beroperasi pada ruang yang sama. Operasi keamanan maritim memiliki 
indikator keberhasilan yang berbeda dari program pembangunan dan bantuan pangan. 
Tumpang tindih mandat tersebut merupakan ciri regime complexity yang dapat 
menghasilkan komplementaritas sekaligus konflik antarorganisasi (Panke & Stapel, 
2024). 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana 
enam organisasi internasional menjalankan fungsi sebagai instrumen, arena, dan aktor 
independen dalam diplomasi pangan berbasis blue economy di Somalia, sekaligus 
menjelaskan sumber dan batas kekuasaan mereka serta dinamika antar-rezim antara 
keamanan, kemanusiaan, dan pembangunan. Kontribusi artikel terletak pada 
penggabungan tipologi. dengan perspektif kekuasaan dan otonomi OI serta analisis 
regime complexity untuk menjelaskan mengapa koordinasi antarorganisasi dapat 
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menghasilkan sinergi pada satu sisi, tetapi tetap menghadapi batas kelembagaan pada 
sisi lain. 

Metode 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-

analitis untuk memahami peran dan sinergi organisasi internasional dalam diplomasi 
pangan berbasis blue economy di Somalia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian 
ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, interaksi, serta dinamika 
kerja sama antarorganisasi internasional yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. 
Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana 
organisasi internasional menjalankan fungsi sebagai instrumen, arena, dan aktor 
independen dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Somalia. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap 
laporan resmi organisasi internasional, dokumen kebijakan, laporan pembangunan, 
publikasi lembaga keuangan internasional, serta artikel ilmiah yang relevan. Sumber data 
utama berasal dari FAO, IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, WFP, World Bank, dan 
berbagai dokumen pemerintah Somalia yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan 
pengembangan blue economy. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini 
berfokus pada analisis kebijakan, program, dan bentuk kerja sama kelembagaan yang 
telah terdokumentasi secara resmi. 

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, 
dan Saldana (2020) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, 
serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Model ini dipilih karena mampu membantu 
peneliti mengorganisasi data yang beragam secara sistematis sehingga hubungan 
antaraktor, program, dan kebijakan dapat dianalisis secara lebih komprehensif.Untuk 
menjawab pertanyaan penelitian, tipologi organisasi internasional digunakan sebagai 
kerangka analisis utama. Setiap aktivitas FAO, IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, dan WFP 
dikategorikan ke dalam fungsi organisasi internasional sebagai instrumen, arena, atau 
aktor independen berdasarkan mandat kelembagaan, peran kebijakan, serta praktik yang 
tercermin dalam dokumen. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu 
menghasilkan analisis yang valid mengenai pola koordinasi dan kontribusi organisasi 
internasional dalam diplomasi pangan berbasis blue economy di Somalia. 

Hasil dan Pembahasan 

Tipologi Clive Archer, Blue economy, Diplomasi Pangan dan Peran Organisasi 
Internasional 

Organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor. Sebagai instrumen, 
OI menjadi sarana negara menyalurkan kebijakan, pendanaan, dan program; sebagai 
arena, OI menyediakan ruang bagi negosiasi, pertukaran informasi, dan pembentukan 
konsensus. Sedangkan, sebagai aktor, OI memiliki kapasitas untuk mengambil inisiatif 
dan memengaruhi kebijakan relatif melampaui fungsi sebagai perpanjangan kepentingan 
negara. Fungsi instrumen diidentifikasi melalui penyaluran bantuan, pembiayaan, 
teknologi, atau program, fungsi arena melalui fasilitasi perundingan dan koordinasi 
sedangkan, fungsi aktor melalui kapasitas menghasilkan kebijakan, standar, 
pengetahuan, dan inisiatif yang memengaruhi agenda nasional. Literatur kontemporer 
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menempatkan staf organisasi internasional sebagai birokrat yang dapat memengaruhi 
tata kelola global melalui proses pengambilan keputusan dan posisi kelembagaan mereka 
(Clark dkk., 2026). Administrasi internasional juga memiliki ruang diskresi dan kapasitas 
pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh desain kelembagaan (Sommerer dkk., 
2022). Selain itu, Cortell dan Peterson (2022) menegaskan bahwa diskresi tidak identik 
dengan otonomi, melainkan otonomi mengacu pada kemampuan organisasi 
menggunakan ruang kewenangannya secara relatif mandiri dari instruksi spesifik 
negara. Dalam konteks Somalia sebagai fragile state, keterbatasan kapasitas fiskal, 
administratif, teknis, dan keamanan dapat menciptakan state-capacity gap yang 
memperbesar permintaan terhadap keahlian, koordinasi, dan sumber daya OI. Karena 
itu, fragilitas negara dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi yang dapat 
memperluas ruang pengaruh OI, tanpa berarti negara kehilangan seluruh otoritasnya. 

Konsep blue economy digunakan untuk menjelaskan orientasi pembangunan yang 
memanfaatkan sumber daya laut dengan menggabungkan pertumbuhan ekonomi, 
keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Wuwung dkk. (2022) 
menunjukkan bahwa blue economy memiliki beragam interpretasi dan tantangan 
implementasi, sementara Ayilu dkk. (2022) dan Croft dkk. (2024) menekankan 
pentingnya melihat risiko ketimpangan, akses, dan posisi perikanan skala kecil dalam 
agenda blue economy. Perkembangan literatur mengenai blue economy governance juga 
menempatkan equity sebagai unsur penting dalam pengelolaan laut (Chen dkk., 2024). 
Oleh karena itu, blue economy dalam penelitian ini tidak diposisikan hanya sebagai 
strategi pertumbuhan sektor kelautan, tetapi sebagai arena tata kelola yang 
mempertemukan kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan, 
dan hak masyarakat pesisir. Dalam konteks Somalia, perspektif tersebut relevan karena 
potensi perikanan belum otomatis menjadi ketahanan pangan akibat keterbatasan 
infrastruktur, kapasitas teknis, dan kesenjangan rantai nilai (Abdi dkk., 2026). 

Diplomasi pangan dipahami sebagai proses penggunaan pangan, bantuan, 
negosiasi, pengetahuan, dan kerja sama kelembagaan untuk mencapai tujuan politik dan 
ketahanan pangan dalam hubungan internasional. Cabral dkk. (2024) menunjukkan 
bahwa food diplomacy mencakup partisipasi negara dalam sistem pangan global, 
termasuk kebijakan ketahanan pangan dan bantuan pangan kemanusiaan, sedangkan 
kajian mengenai food aid menunjukkan bahwa hubungan bantuan pangan dan konflik 
sangat dipengaruhi oleh konteks politik serta mekanisme penyalurannya (Koppenberg 
dkk., 2023). Dalam penelitian ini, diplomasi pangan tidak dibatasi pada distribusi 
bantuan darurat, tetapi mencakup koordinasi kebijakan, penguatan kapasitas produksi, 
pengelolaan rantai nilai, serta pengamanan akses pangan. Kerangka tersebut 
menghubungkan diplomasi pangan dengan blue economy karena sumber daya perikanan 
dapat menjadi basis pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus mata pencaharian 
masyarakat pesisir. 

Kerangka analisis selanjutnya menggunakan konsep regime complexity untuk 
membaca hubungan antar-OI dan perbedaan logika kelembagaan. Reinsberg dan 
Westerwinter (2023) menunjukkan bahwa tumpang tindih institusi dapat muncul ketika 
beberapa organisasi memiliki kompetensi yang saling beririsan, sedangkan Panke dan 
Stapel (2024) menunjukkan bahwa overlap dapat menghasilkan kerja sama, tetapi juga 
kompetisi, fragmentasi, dan kebutuhan koordinasi. Kerangka ini digunakan untuk 



Inayah, et al. 
 
 

146 | Jurnal Sosial Humaniora (JSH), Oktober 3(2) 2026, pp 142-158  
 

 

membaca tiga logika yang berinteraksi di Somalia: logika keamanan yang menonjol pada 
EU NAVFOR, logika kemanusiaan pada WFP, serta logika pembangunan pada FAO, UNDP, 
dan UNIDO. Dengan demikian, penelitian menggabungkan Archer untuk mengidentifikasi 
bentuk peran OI, perspektif power dan autonomy untuk menjelaskan sumber pengaruh 
OI, blue economy dan diplomasi pangan untuk menjelaskan substansi kebijakan, serta 
regime complexity untuk menganalisis hambatan dan peluang koordinasi antar-rezim. 

 

Konteks Ketahanan Pangan dan Blue economy di Somalia 

Somalia menunjukkan polemik antara kerawanan pangan yang tinggi dan potensi 
kelautan yang besar. Karena meskipun memiiki garis pantai terpanjang di Afrika, 
kontribusi sektor perikanan nasional hanya menyumbang 3 persen terhadap PDB. Ini 
karena infrastruktur yang tidak efisien dan rantai dingin, atau penyimpanan dingin, yang 
kurang efisien (SDRB, 2025). Rendahnya kontribusi tersebut tidak lepas dari 
keterbatasan infrastruktur, khususnya fasilitas rantai dingin dan logistik yang tidak 
memadai sehingga meningkatkan kerugian pasca-panen dan melemahkan ketersediaan 
protein laut bagi masyarakat lokal. Data sosial-ekonomi berikut (Tabel 1) menunjukkan 
bahwa jutaan penduduk Somalia masih bergantung pada bantuan eksternal, dengan 
tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi dan dominasi sektor primer dalam struktur PDB, 
sehingga masyarakat sangat rentan terhadap guncangan iklim dan fluktuasi harga 
pangan. Perbedaan keuntungan harian yang tajam antara pedagang ikan di Banadir yang 
dapat memperoleh sekitar 151 dolar Amerika Serikat per hari dan pedagang di Galmudug 
yang hanya sekitar 9 dolar Amerika Serikat (MFBE, 2025) ini mencerminkan 
ketimpangan akses pasar yang memperparah kerentanan pangan dan kesejahteraan 
komunitas pesisir.  

Kerentanan dan potensi sekaligus ini dirangkum dalam Tabel 1 yang menyoroti 
parameter penting seperti panjang garis pantai, jumlah penduduk yang membutuhkan 
bantuan, tingkat kemiskinan ekstrem, kontribusi sektor primer terhadap PDB, serta 
tingginya kerugian pasca-panen ikan dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Tabel 
ini secara keseluruhan menegaskan bahwa sumber daya kelautan Somalia yang 
melimpah belum otomatis terkonversi menjadi ketahanan pangan tanpa perbaikan tata 
kelola ekonomi maritim dan intervensi organisasi internasional yang lebih terintegrasi.  

Tabel 1. Indikator Kerentanan dan Sektor Unggul Somalia (2022-2024) 

No Parameter 
Ekonomi & 
Sosial 

Status/Nilai Dampak Terhadap Ketahanan Pangan 

1 Garis Pantai 3.333 km Potensi perikanan besar di pesisir Somalia (FAO, 
2024) 

2 Populasi 
Membutuhkan 
Bantuan 

6,9 Juta Tingginya kebutuhan bantuan kemanusiaan 
(United Nations in Somalia, 2024) 

3 Tingkat 
kemiskinan 

72% Masih tingginya kemiskinan dan keterbatasan 
akses ekonomi (World Bank, 2024) 
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4 Kontribusi PDB 
sektor 
pertanian 

75% Dominasi sektor pertanian dalam struktur 
ekonomi (Federal Government of Somalia, 2023) 

5 Kerugian Pasca-
Panen Ikan 

Sangat 
Tinggi 

Penurunan ketersediaan protein laut lokal (MFBE, 
2025) 

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data FAO (2024), United Nations in Somalia 
(2024), World Bank (2024), Federal Government of Somalia (2023), dan MFBE (2025). 

 

Persoalan tersebut juga terlihat pada perikanan. Infrastruktur rantai dingin dan 
logistik yang terbatas dapat meningkatkan kehilangan pascapanen dan mengurangi nilai 
ekonomi hasil tangkapan. Sementara itu, IUU fishing mempersempit ruang ekonomi 
nelayan lokal dan dapat berkontribusi pada dinamika konflik dan keamanan maritim 
(Abdi dkk., 2026). Karena itu, pengembangan blue economy di Somalia harus dipahami 
sebagai proyek institusional: produktivitas, pengolahan, distribusi, keamanan, dan tata 
kelola perlu berjalan bersamaan. Temuan ini sejalan dengan literatur perikanan skala 
kecil yang menekankan bahwa keberhasilan blue economy membutuhkan pengakuan 
terhadap aktor lokal serta distribusi manfaat yang adil (Ayilu dkk., 2022). 

Implikasinya bagi diplomasi pangan adalah adanya kebutuhan untuk 
menghubungkan fungsi jangka pendek dan jangka panjang. Bantuan pangan WFP 
dibutuhkan untuk merespons kebutuhan segera, tetapi keberlanjutan ketahanan pangan 
memerlukan kapasitas produksi, mata pencaharian, dan tata kelola sumber daya. Di titik 
ini, blue economy dapat berfungsi sebagai jembatan antara bantuan dan pembangunan 
karena perikanan menyediakan pangan sekaligus sumber pendapatan. Namun, 
hubungan tersebut hanya berlaku apabila pembangunan kelautan tidak menghasilkan 
ekstraksi sumber daya yang memperburuk ketimpangan sosial atau mengurangi akses 
masyarakat pesisir (FAO, 2024).  

 

Analisis Peran Organisasi Internasional dalam Diplomasi Pangan Berbasis Blue 
economy 

Pemetaan peran organisasi internasional di Somalia menunjukkan konfigurasi 
yang berlapis antara fungsi instrumen, arena, dan aktor independen, sebagaimana 
divisualisasikan dalam Gambar 1.  
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Gambar 1: Tipologi Peran Organisasi Internasional di Somalia  

Sumber: Peneliti (2025) 

 

FAO menempati posisi yang unik karena berada di titik temu tiga peran, 
menjadikannya sekaligus sebagai saluran pendanaan dan transfer pengetahuan teknis, 
forum perundingan kebijakan pangan dan perikanan berkelanjutan, serta aktor 
epistemik yang berwenang menetapkan standar dan pedoman pengelolaan perikanan. 
Sebagai instrumen, FAO menyalurkan program Blue Growth, penguatan rantai nilai 
perikanan, dan capacity building kepada pemerintah Somalia dan komunitas pesisir 
melalui dukungan teknis dan proyek percontohan yang berorientasi pada peningkatan 
produktivitas dan keberlanjutan. Sebagai arena, FAO menjadi ruang bagi perumusan dan 
sosialisasi norma global terkait pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, 
sementara sebagai aktor independen, organisasi ini memiliki otoritas untuk 
merumuskan rekomendasi kebijakan dan standar global yang mempengaruhi agenda 
nasional Somalia di bidang blue economy.  

IGAD berperan terutama sebagai arena politik kawasan dan instrumen 
harmonisasi kebijakan regional, dengan menyediakan platform bagi negara-negara 
Tanduk Afrika untuk merumuskan agenda bersama terkait blue economy dan ketahanan 
pangan lintas batas. Dalam kerangka Archer, IGAD memfasilitasi pertemuan, dialog 
kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi regional, tetapi kapasitasnya sebagai 
aktor independen lebih terbatas dibanding FAO karena masih sangat bergantung pada 
dinamika geopolitik dan kepentingan negara anggota. Pengaruh IGAD sebagai aktor 
independen lebih dibatasi oleh kepentingan negara anggota dan dinamika politik 
kawasan. Dalam konteks tersebut, IGAD menunjukkan bahwa menjadi forum regional 
tidak otomatis menghasilkan otonomi birokratis yang tinggi. Kasus IGAD juga 
memperlihatkan bahwa OI berada dalam hubungan dua arah dengan negara anggota. 
Negara membutuhkan IGAD untuk koordinasi, tetapi negara juga dapat membatasi 
tindakan organisasi ketika agenda regional bertentangan dengan kepentingan domestic 
(Waga, 2024). 
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EU NAVFOR menempati posisi penting sebagai instrumen keamanan yang 
melindungi jalur logistik pangan dan mengurangi risiko pembajakan serta kejahatan 
maritim lainnya di sekitar pesisir Somalia melalui Operasi Atlanta. Peran EU NAVFOR 
sebagai instrumen terlihat dari mandatnya untuk mengawal kapal-kapal WFP dan mitra 
kemanusiaan lain, sehingga memastikan distribusi bantuan pangan tetap berjalan, 
namun keterlibatannya sebagai arena perundingan dan aktor independen relatif terbatas 
karena fokus utamanya berada pada operasi militer dan penegakan keamanan di laut. 
Organisasi dan operasi militer dapat memiliki ruang diskresi operasional dalam 
menentukan prioritas, prosedur, dan bentuk pelaksanaan mandat. Karena itu, lebih tepat 
menempatkan EU NAVFOR sebagai instrumen yang memiliki diskresi operasional, tetapi 
tidak memiliki ruang agenda-setting pembangunan sebesar FAO. Pembedaan ini penting 
agar “instrumen” tidak disamakan dengan “pasif”. Literatur mengenai birokrasi 
internasional menunjukkan bahwa diskresi merupakan salah satu mekanisme yang 
dapat menghasilkan variasi perilaku institusi meskipun tujuan formal organisasi tetap 
ditetapkan oleh aktor antar-pemerintah (Sommerer, 2022).  

UNDP dan UNIDO memperkuat dimensi pembangunan sosial ekonomi dan 
industrialisasi dalam arsitektur blue economy Somalia, sehingga keduanya lebih 
menonjol sebagai aktor independen dan instrumen dibanding sebagai arena. UNDP 
berfokus pada pemberdayaan komunitas pesisir, peningkatan resiliensi, dan tata kelola 
lokal, misalnya melalui dukungan kewirausahaan berbasis perikanan dan penguatan 
pemerintahan lokal dalam mengelola sumber daya pesisir. Sementara UNIDO di sisi lain 
memusatkan intervensinya pada pengembangan rantai nilai pengolahan hasil laut dan 
industrialisasi berbasis sumber daya kelautan, sehingga berperan sebagai instrumen 
yang menghubungkan investasi, teknologi, dan standar industri dengan peluang 
pengembangan industri perikanan Somalia. UNDP dan UNIDO dapat dipahami sebagai 
aktor independen ketika menginisiasi program yang tidak semata-mata mengikuti 
agenda satu negara tertentu, namun keterbatasan investasi swasta dan risiko keamanan 
tinggi membuat kapasitas keduanya sebagai pendorong industrialisasi blue economy 
belum optimal.  

WFP memegang peran sentral dalam dimensi bantuan kemanusiaan dan logistik 
pangan, dengan fokus pada distribusi pangan dan penyaluran bantuan nutrisi kepada 
kelompok paling rentan di Somalia. Sebagai instrumen, WFP menjadi kanal bantuan 
donor internasional untuk meredam dampak langsung krisis pangan, sementara sebagai 
aktor independen, lembaga ini memiliki kapasitas untuk merancang skema intervensi 
yang menggabungkan bantuan pangan darurat dengan program penguatan ketahanan 
pangan komunitas. Namun, organisasi juga menjalankan fungsi sebagai aktor kebijakan 
melalui penentuan prioritas penerima, logistik, jenis intervensi, dan desain program 
transisi. Karena keputusan tersebut dibuat dalam batas mandat kemanusiaan, otonomi 
WFP bersifat situasional dan dibatasi oleh pendanaan, prinsip kemanusiaan, serta 
kondisi akses di lapangan. 

Hal ini menunjukkan bahwa label “aktor independen” perlu dipahami secara 
proporsional. OI tidak perlu bebas sepenuhnya dari donor untuk memiliki pengaruh. 
Kapasitas mengalokasikan sumber daya, menetapkan prioritas, dan mengelola informasi 
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sudah merupakan bentuk agensi yang bermakna. Namun, ketika pendanaan donor 
berubah, ruang tersebut dapat menyempit. Dengan demikian, WFP memperlihatkan 
keterkaitan antara sumber daya material dan otonomi birokratis 

Berdasarkan Gambar 1 di atas terlihat bahwa seluruh organisasi internasional 
yang diteliti menjalankan fungsi sebagai instrumen, yang berarti mereka menjadi saluran 
bagi kebijakan dan pendanaan dari negara donor untuk diimplementasikan di Somalia. 
Namun, posisi FAO unik karena lokasinya di titik temu ketiga lingkaran. Lokasi ini 
menunjukkan bahwa FAO adalah satu-satunya organisasi yang memiliki kemampuan 
untuk berfungsi sebagai alat teknis, tempat perundingan kebijakan pangan di seluruh 
dunia, dan pihak independen yang memiliki otoritas untuk menetapkan standar 
perikanan berkelanjutan (Haniyah dkk., 2025). Sementara itu, IGAD berfungsi sebagai 
platform politik regional bagi negara-negara Tanduk Afrika, mengambil peran yang 
berbeda dari berbagai sumber daya dan lingkungan (IGAD, 2024). 

Tabel 2 berikut merangkum fokus strategis, pendekatan blue economy, tantangan 
utama yang dihadapi masing-masing organisasi. Bagi tiga organisasi yaitu FAO, IGAD, dan 
EU NAVFOR, tabel tersebut menegaskan pentingnya keterhubungan antara standar 
teknis, integrasi regulasi kawasan, dan perlindungan jalur distribusi pangan. Ketiga 
organisasi ini membentuk tulang punggung diplomasi pangan berbasis blue economy di 
Somalia, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesenjangan kapasitas lokal 
dan ketegangan antara mandat keamanan dan pembangunan.  

Tabel berikut mengevaluasi sinergi antarorganisasi internasional dengan 
menyoroti tantangan utama yang dihadapi oleh masing-masing organisasi. 

 

Tabel 2. Evaluasi Sinergi dan Peran Organisasi Internasional dalam 
Diplomasi Pangan 

 

Organisasi Fokus Strategis 
Pendekatan 
Blue economy 

Peran dalam 
Konsep OI 

Tantangan 
Utama 
(Hambatan 
Analitis) 

FAO 

Blue Growth, 
rantai nilai 
perikanan, 
capacity building 

Produksi 
perikanan 
berkelanjutan, 
konservasi laut, 
teknologi pangan 

Aktor 
Independen, 
Instrumen, 
Arena 

Kesenjangan 
antara standar 
global dan 
kapasitas teknis 
lokal (FAO, 
2024). 

IGAD 

Diplomasi 
kawasan, 
kebijakan 
regional 

Harmonisasi 
regulasi, integrasi 
kawasan 

Arena, 
Instrumen 

Konflik 
kepentingan 
geopolitik antar-
negara anggota 
di Tanduk Afrika 
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Organisasi Fokus Strategis 
Pendekatan 
Blue economy 

Peran dalam 
Konsep OI 

Tantangan 
Utama 
(Hambatan 
Analitis) 
(IGAD, 2024; 
Waga, 2024) 

EU NAVFOR 
Keamanan laut, 
perlindungan 
logistik pangan 

Menjaga 
stabilitas jalur 
distribusi pangan 
laut 

Instrumen 

Risiko asimetri 
antara mandat 
militer dan 
kebutuhan 
pembangunan 
sosial nelayan 
(EUNAVFOR 
ATALANTA, 
2025; 
International 
Maritime 
Organization, 
2023). 

UNDP 
Pemberdayaan 
komunitas 
pesisir, resiliensi 

Kewirausahaan 
perikanan, tata 
kelola lokal 

Aktor 
Independen, 
Instrumen 

Fragmentasi tata 
kelola dan 
kebutuhan 
penguatan 
institusi di 
tingkat federal 
dan negara 
bagian (United 
Nations 
Development 
Programme, 
2025) 

UNIDO 
Industrialisasi 
berbasis hasil 
laut 

Rantai nilai 
pengolahan hasil 
perikanan 

Aktor 
Independen, 
Instrumen 

Keterbatasan 
investasi, 
kapasitas 
teknologi, dan 
pengembangan 
rantai nilai 
(Federal 
Government of 
Somalia, 2023; 
United Nations 
Industrial 
Development 
Organization, 
2024) 
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Organisasi Fokus Strategis 
Pendekatan 
Blue economy 

Peran dalam 
Konsep OI 

Tantangan 
Utama 
(Hambatan 
Analitis) 

WFP 
Distribusi 
pangan, logistik 
kemanusiaan 

Penyaluran 
pangan laut ke 
komunitas rentan 

Aktor 
Independen, 
Instrumen 

Fluktuasi 
pendanaan 
donor dan 
tekanan 
kebutuhan 
kemanusiaan 
(WFP, 2024). 

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan FAO (2024), IGAD (2024), EUNAVFOR ATALANTA 
(2025), UNDP (2025), UNIDO (2024), WFP (2025), dan Nyamanhindi (2025). 

 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa ketiga organisasi yaitu UNDP, UNIDO, dan 
WFP menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi tata kelola di tingkat federal, 
minimnya investasi sektor swasta, serta fluktuasi pendanaan donor yang berdampak 
pada keberlanjutan program. Pada saat yang sama, sinergi antara pemberdayaan 
komunitas pesisir, industrialisasi hasil laut, dan distribusi pangan darurat menentukan 
apakah blue economy dapat benar-benar berkontribusi pada pengurangan kerawanan 
pangan atau justru memperkuat ketergantungan pada bantuan jangka pendek. Pemetaan 
di atas juga menunjukkan posisi FAO yang khas sebagai organisasi yang secara simultan 
menjalankan tiga peran dalam tipologi Archer. Sebagai instrumen, FAO menyalurkan 
standar teknis, pendanaan, dan program capacity building dari negara-negara donor ke 
pemerintah Somalia dan komunitas pesisir. Sebagai arena, FAO menjadi forum 
perundingan kebijakan pangan global dan regional yang menetapkan pedoman 
pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pada saat yang sama, sebagai aktor independen, 
FAO memiliki kewenangan epistemik untuk mendefinisikan kerangka blue economy dan 
mempengaruhi agenda nasional Somalia melalui rekomendasi kebijakan dan proyek 
percontohan. Pola ini menyebabkan FAO memiliki struktur otoritas teknis yang lebih 
kuat. 

Hambatan koordinasi antarorganisasi internasional di Somalia tidak hanya 
berasal dari lemahnya komunikasi, tetapi juga dari perbedaan logika rezim. EU NAVFOR 
berada terutama dalam rezim keamanan maritim, WFP dalam rezim kemanusiaan, FAO, 
UNDP, dan UNIDO dalam rezim pembangunan, sedangkan IGAD berfungsi sebagai arena 
koordinasi regional. Masing-masing membawa tujuan, instrumen, horizon waktu, dan 
ukuran keberhasilan yang berbeda. Dalam perspektif regime complexity, tumpang tindih 
institusi dapat memperluas kapasitas penyelesaian masalah, tetapi juga meningkatkan 
biaya koordinasi dan fragmentasi kebijakan (Panke & Stapel, 2024). Perbedaan tersebut 
menjelaskan mengapa keberhasilan keamanan tidak otomatis menghasilkan 
keberhasilan pembangunan. Pengurangan pembajakan dan perlindungan pelayaran 
dapat membuka kondisi operasional bagi distribusi pangan dan aktivitas ekonomi, tetapi 
tidak dengan sendirinya menyediakan rantai dingin, akses pasar, peningkatan 
pendapatan nelayan, atau kapasitas kelembagaan. Sebaliknya, program mata 
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pencaharian dan penguatan institusi lokal membutuhkan lingkungan keamanan yang 
relatif stabil. Dengan demikian, hubungan EU NAVFOR dengan FAO, UNDP, dan UNIDO 
lebih tepat dipahami sebagai hubungan komplementer tetapi tidak simetris: keamanan 
berfungsi sebagai enabling condition, sedangkan pembangunan mengubah kondisi 
tersebut menjadi kapasitas ekonomi dan ketahanan jangka panjang (International 
Maritime Organization, 2023). 

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan menghapus perbedaan 
mandat, melainkan membangun policy coherence lintas rezim. Dalam konteks diplomasi 
pangan berbasis blue economy, koordinasi perlu menghubungkan indikator keamanan, 
bantuan, dan pembangunan melalui perencanaan bersama, pertukaran informasi, serta 
evaluasi lintas sektor. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan temuan bahwa kerja 
sama antarorganisasi tidak muncul secara otomatis, tetapi bergantung pada kebutuhan, 
insentif, dan kapasitas masing-masing organisasi (Panke & Stapel, 2024). 

 

Dinamika Jaringan Koordinasi Multilateral 

Keberhasilan program blue economy di Somalia tidak hanya ditentukan oleh 
kapasitas masing-masing organisasi internasional secara terpisah, tetapi juga oleh 
kualitas jaringan koordinasi multilateral di antara mereka dan dengan institusi nasional. 
Gambar 2 berikut menunjukkan model jaringan “pusat-dan-jari-jari” (hub-and-spoke), di 
mana FAO menempati posisi sebagai koordinator teknis utama yang menghubungkan 
berbagai aktor lain (termasuk IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, dan WFP) dalam satu 
arsitektur kebijakan yang berorientasi pada ketahanan pangan dan pembangunan 
pesisir.  

 

Gambar 2: Model Jaringan Koordinasi dan Kolaborasi Antar-Organisasi. 

Sumber: Peneliti (2025) 

 

Dalam model ini, FAO membutuhkan dukungan WFP untuk menjembatani aspek 
logistik dan distribusi pangan serta peran EU NAVFOR dalam menjamin keamanan jalur 
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laut agar intervensi teknis di sektor perikanan dan blue economy benar-benar dapat 
menjangkau komunitas pesisir (EUNAVFOR ATALANTA, 2025). Dinamika koordinasi ini 
menunjukkan bahwa diplomasi pangan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu 
lembaga saja, melainkan membutuhkan kombinasi antara mandat keamanan, bantuan 
kemanusiaan, dan pembangunan jangka panjang yang terkoordinasi.  

Jarak koordinasi yang masih tampak antara aktor keamanan seperti EU NAVFOR 
dan lembaga pembangunan seperti UNDP dan UNIDO menandakan adanya pemisahan 
mandat antara sektor keamanan dan ekonomi yang belum sepenuhnya terjembatani. Hal 
ini sejalan dengan kajian tentang Somalia yang menunjukkan bahwa efektivitas kerja 
sama regional dibatasi oleh kompleksitas konflik, pengaruh eksternal, dan perbedaan 
kepentingan negara anggota (Waga, 2024). Dengan kata lain, keberhasilan blue economy 
sebagai pilar kedaulatan pangan akan terbatas pada proyek percontohan tanpa adanya 
wadah koordinasi yang benar-benar berkolaborasi. 

 

Tantangan Struktural dan Hambatan Sinergi 

Konfigurasi peran FAO, IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, dan WFP secara teoritis 
membentuk arsitektur yang relatif lengkap untuk mendukung diplomasi pangan berbasis 
blue economy, terdapat beberapa hambatan struktural yang membatasi efektivitas 
sinergi tersebut. Pertama, terdapat kesenjangan antara standar global yang 
dipromosikan FAO dengan kapasitas teknis lokal di Somalia, sehingga implementasi 
prinsip perikanan berkelanjutan dan peningkatan nilai tambah sering kali tersendat di 
tingkat praksis. Kedua, konflik kepentingan geopolitik di antara negara-negara anggota 
IGAD dan fragmentasi tata kelola di tingkat federal Somalia melemahkan upaya 
harmonisasi regulasi dan konsolidasi agenda blue economy nasional. Ketiga, risiko 
keamanan yang tinggi di wilayah pesisir dan laut Somalia mengurangi minat investasi 
sektor swasta serta mendorong EU NAVFOR untuk tetap berfokus pada mandat militer, 
sehingga integrasi antara agenda keamanan maritim dan pembangunan sosial-ekonomi 
komunitas nelayan belum berjalan optimal.  

Keempat, ketergantungan berkelanjutan pada pendanaan donor dan fluktuasi 
alokasi anggaran kemanusiaan menekan ruang gerak WFP untuk secara konsisten 
mengalokasikan bantuan nutrisi dan mengembangkan skema transisi menuju ketahanan 
pangan jangka panjang. Kondisi ini tercermin dalam laporan tahunan WFP yang 
menunjukkan tekanan kebutuhan dan keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan 
operasi di Somalia (World Food Programme, 2025). Kondisi tersebut berkontribusi pada 
pola di mana bantuan pangan darurat tetap dominan, sementara agenda kedaulatan 
pangan berbasis blue economy berjalan lebih lambat daripada yang diharapkan; tanpa 
pembenahan koordinasi lintas-aktor dan penguatan kelembagaan domestik, blue 
economy berisiko hanya berhenti pada proyek-proyek percontohan yang tidak 
terlembagakan secara nasional. 

Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi pangan berbasis blue economy di 
Somalia ditopang oleh konfigurasi kompleks enam organisasi internasional, yakni FAO, 
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IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, dan WFP. Dengan menggunakan tipologi Clive Archer, 
terlihat bahwa FAO menempati posisi hub sebagai instrumen, arena, dan aktor 
independen yang menghubungkan standar teknis, forum perundingan kebijakan, dan 
pendanaan pembangunan. IGAD berfungsi sebagai arena politik regional yang mencoba 
mengharmonisasikan regulasi, sementara EU NAVFOR berperan sebagai instrumen 
keamanan yang menjaga jalur distribusi pangan di laut. UNDP dan UNIDO memperkuat 
dimensi pemberdayaan dan industrialisasi lokal, sedangkan WFP mempertahankan 
fungsi distribusi pangan darurat bagi kelompok paling rentan. Temuan penelitian ini 
mengindikasikan bahwa transisi dari ketergantungan pada bantuan darurat menuju 
kedaulatan pangan berbasis blue economy masih terhambat oleh kapasitas domestik yang 
terbatas, fragmentasi mandat lembaga, dan lemahnya platform koordinasi nasional. Di 
satu sisi, keberadaan EU NAVFOR dan WFP sangat penting untuk menjaga stabilitas 
jangka pendek melalui perlindungan jalur logistik dan penyediaan bantuan nutrisi. 
Namun di sisi lain, dominannya logika bantuan kemanusiaan dibandingkan penguatan 
tata kelola dan industrialisasi perikanan berisiko memperpanjang pola ketergantungan 
dan menghambat konsolidasi agenda blue economy Somalia.  

Dalam konteks organisasi internasional, temuan penelitian ini menunjukkan 
bagaimana satu organisasi seperti FAO dapat secara simultan beroperasi sebagai 
instrumen, arena, dan aktor independen dalam konteks negara rapuh (fragile state) 
seperti Somalia. Konfigurasi hub-and-spoke yang menempatkan FAO sebagai pusat 
koordinasi teknis sekaligus mengaitkan agenda keamanan (EU NAVFOR), integrasi 
kawasan (IGAD), pembangunan dan industrialisasi (UNDP, UNIDO), serta bantuan 
kemanusiaan (WFP) menyoroti pentingnya melihat organisasi internasional bukan 
hanya sebagai agen tunggal, tetapi sebagai simpul dalam jaringan kebijakan multilevel.  
Dalam konteks blue economy dan diplomasi pangan, temuan penelitian ini juga 
menawarkan kontribusi dengan memindahkan fokus dari pembahasan sektoral, 
misalnya hanya pada satu lembaga atau satu jenis intervensi, menuju analisis koordinasi 
integratif enam organisasi internasional utama sekaligus. Pendekatan ini melengkapi 
kajian-kajian sebelumnya yang menonjolkan pentingnya integrasi standar multilateral 
dan kapasitas domestik, dengan menambahkan dimensi jaringan koordinasi multilateral 
di sektor maritim dan pangan pada negara-negara pantai rapuh.  

Penelitian ini menegaskan bahwa diplomasi pangan berbasis blue economy di negara 
rapuh perlu dipahami sebagai proses jangka panjang yang menggabungkan logika 
bantuan darurat, penguatan tata kelola, dan transformasi struktural rantai nilai maritim. 
Dengan demikian, temuan mengenai peran dan sinergi FAO, IGAD, EU NAVFOR, UNDP, 
UNIDO, dan WFP di Somalia diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan studi 
komparatif di kawasan Tanduk Afrika maupun negara-negara lain yang tengah 
mengupayakan blue economy sebagai strategi keluar dari krisis ketahanan pangan.  
Penelitian ini merekomendasikan penguatan lembaga pemerintah Somalia dalam bentuk 
pembentukan platform koordinasi nasional blue economy yang secara formal 
menghubungkan FAO, IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, dan WFP dengan kementerian 
terkait di tingkat federal dan negara bagian. Mekanisme joint programming antara aktor 
keamanan maritim dan agen pembangunan juga diperlukan agar intervensi keamanan di 
laut terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi pesisir dan industrialisasi 
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hasil laut. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan data 
sekunder dan belum mengkaji secara mendalam peran aktor swasta maupun dinamika 
politik domestik Somalia. Studi lanjutan dapat mengembangkan analisis komparatif 
dengan negara-negara lain di kawasan Tanduk Afrika atau menggali perspektif 
komunitas pesisir melalui penelitian lapangan.  
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